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PERANAN USAHA SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA 
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI  MASYARAKAT PADA DESA 




Penelitian ini membahas tentang Peranan Usaha Simpan Pinjam dalam 
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan usaha 
simpan pinjam badan usaha milik desa dalam memberdayakan ekonomi 
masyarakat pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Untuk 
mengetahui peranan usaha simpan pinjam badan usaha milik desa dalam 
memberdayakan ekonomi masyarakat, ada 6 indikator yang menjadi ukuran, 
yaitu : mendorong kegiatan perekonomian, meningkatkan kreatifitas 
berwirausaha, mendorong usaha sektor informal, menghindari pengaruh bunga 
tinggi yang merugikan masyarakat, meningkatkan peranan bantuan modal dan 
memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong. Jenis dari 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini adalah Kepala 
desa, Pengurus BUMDes dan Masyarakat yang berjumlah 53 orang. Data 
dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket dengan 
pilihan jawaban berskala Likert. Berdasarkan hasil penyebaran angket 
didapatkan bahwa Peranan Usaha Simpan Pinjam dalam Memberdayakan 
Ekonomi Masyarakat pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar berada pada kategori sangat baik, hal ini disimpulkan dari rata-rata 
kualitatif yang berjumlah 89,46%, sedangkan untuk ppemanfaat dana BUMDes 
masih kurang optimal, hal ini disimpulkan dari banyaknya pemanafaat yang 
masih menunggak pembayaan. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata yang sesuai dengan amanat dari pancasila dan undang-
undang dasar republik indonesia tahun 1945 di dalam wadah negara kesatuan 
republik indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat 
pembangunan terletak pada bidang ekonomi yang merupakan suatu penggerak 
utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan sumber 
daya lainnya. Dalam rangka mencapai masyarkat adil, makmur dan sejahtera 
sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. 
Keberhasilan suatu pembagunan tentunya disertai dengan sistem 
pemerintahan yang baik. Program-program yang dibuat oleh pemerintah didalam 
pelaksanaannya harus berorientasi terhadap masyarkat, kunci utama dalam 
pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia. 
Berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 
pada pasal 1 udang-undang 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah 
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi, untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem negara kesatuan republik indonesia. Dan salah satu jenis program yang 
mendukung upaya pemerintah provinsi riau untuk mempercepat penanggulangan 




Dalam implementasi program pemerdayaan desa yang diterapkan oleh 
pemerintah riau salah satunya adalah program usaha ekonomi desa simpan pinjam 
pada badan usaha milik desa, yang mana program ini, memberikan dana pinjaman 
kepada masyarakat menengah kebawah.  
Badan usaha milik desa di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 1,  Badan Usaha Milik Desa yang 
selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha milik desa/ atau bersama desa-
desa guna mengelolah usaha, memnafaatkan asset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayaan, dan / atau menyediakan jenis usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Usaha 
BUM Desa adalah adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan yang 
dikelolah secara mandiri oleh BUM Desa.  
Dan dana ini berasal dari dana pusat, dan usaha simpan pinjam pada 
BUMDes ini merupakan salah satu program kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah, untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dan 
Indonesia merupakan negara yang sebagian besar hidup di pedesaan, sehingga 
pusat pembangunan di indonesia adalah  di daerah pedesaan. Pembangunan di 
pedesaan ini bertujuan untuk menguragi berbagai kesenjangan pendapatan, 
kesenjangan antara kaya dan miskin serta dapat mengurangi kesenjangan antara 
yang di desa dan yang di kota. 
Desa merupakan suatu wilayah yang terdapat didalam sebuah kabupaten, 
yang memiliki otonomi asli, didesa dapat membangun kemampuan sumber daya 




Dengan cara mengelola sumber daya modal(uang), sumber daya 
alam(air,udara,hutan,tanah) dan sumber daya lokal yang berupa sumber daya 
manusia(penduduk) dan juga dengan sumber daya lainnya. Dan salah satu cara 
yang dapat dilakukan untuk membanguan sumber daya ekonomi dan masyarakat 
desa yaitu dengan mengelola badan usaha milik desa(BUMDes). 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah  
Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDes yang disalurkan 
melalui APB Desa. Pada tahun 2010 sampai sekarang BUMDes Sakinah Lestari 
Desa Kuapan dana pemodalan BUMDes Sakinah Lestari Desa Kuapan ditambah 
dari Alokasi Dana Desa  (ADD).   
Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain :   
a. Pasar desa, dengan adanya pasar desa masyarakat dapat 
memasarkan produk-produk yang ia hasilakan dan ini 
menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintahan 
desa. 
b. Tokoh bangunan desa, dengan adanya tokoh bangunan desa 
maka ini sangat membantu masyarakat yang ingin 
membagun rumah atau keperluan yang lainnya yang 
berhubungan dengan tokoh bangunan, karena harga yang 
ditetapkan oleh tokoh bangunan desa ini lebih murah 
dibandingkan dengan toko bangunan yang lain. 
c. Pertanian, pengolahan hasil pertanian masyarakat desa 
seperti padi yang menjadi produk beras dengan kualitas 
yang bagus serta pengemasan yang lebih baik sehinga 
dicari oleh pasar luas 
d. Sumber air, dengan disediakannya air bersi didesa maka ini 
akan sangat membantu masyarakat akan mendapatkan air 




e. Kerajinan , dengan adanya kerajinan yang khas dari desa , 
maka ini dapat memacu dan memberikan dampak positif 
terhadap desa serta dapat memajukan desa. 
f. Simpan pinjam, dengan adanya bidang simpan pinjam 
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan permodalan usaha-
usaha skala mikro yang ingin dijalankan bagi pelaku usaha 
ekonomi di desa, dengan bunga yang lebih rendah dari 
bank. 
g. Peternakan, dengan membentuk suatu kelompok peternakan 
desa serta memberikan ilmu dan metode beternak yang baik 
dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. 
BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru di dalam usaha 
meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Yang 
sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah desa 
pasal 213 menyatakan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa 
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Adapun cara kerja BUMDes yaitu 
dengan menampung kegiatan-kegiatan atau ekonomi masyarakat dalam sebuah 
kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional. Namun 
berdasarkan pada potensi asli yang dimiliki desa. Hal ini akan dapat menjadikan 
usaha masyarakat yang produktif dan efektif. 
Badan usaha milik desa(BUMDes) adalah suatu lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah di dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan potensi desa. BUMDes merupakan 
pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. 
BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat 
melalui kontribusi dalam menyediakan pelayanan, sedangkan komersial bertujuan 




ke pasar. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-
undangan yang berlaku yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Dengan 
demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di indonesia. Ragam 
ataupun bentuk BUMDes ini sesuai dengan karakteristik dan potensi dan sumber 
daya yang dimiliki oleh masing-masing desa. 
Desa kuapan adalah salah satu yang terletak di kecamatan tambang 
kabupaten kampar, yang telah mendirikan BUMDes di tengah masyarakatnya 
dengan menjalankan salah satu bentuk yang ada didalam program BUMDes yaitu 
berupa simpan pinjam melalui BUMDES.  
Tabel I.1.  Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Kuapan Kecamatan 
Tambang Kabupaten Kampar 
No  Nama  jabatan Lama 
menjabat 
1 M. Zen Komisaris  6 Tahun 
2 Tarmadi, Sos,MM Direktur 8 Tahun 
3 Akmal Khairil, SH Kepala Unit Simpan Pinjam 4 Tahun 
4 Rika Astuti Bendahara 3 bulan   
5 Nursalim, S.Pd.I Sekretaris 9 Tahun 
Sumber: kantor BUMDes Desa Kuapan 2020 
Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita liat bahwa M. Zen menjabat selama 6 dari 
tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tahun sebagai komisarais, 
Tarmadi,Sos,MM sebagai Direktur menjabat selama 8 tahun dari tahun 2013 
sampai 2020 menjabat sebagai direktur, Akmal Khairil,SH menjabat selama 4 
tahun dari tahun 2017 sampai 2020 sebagai kepala unit simpan pinjam, Rika 
Astuti menjabat 3 bulan sebagai penggati sementara bendahara lama yang 
berhenti, dan yang terakhir Nursalim, S.Pd.I menjabat sebagai sekretaris selama 9 




Tabel 1.2. Data Nasabah BUMDes Sakinah Lestari Desa Kuapan Kecamatan 









1 2016 46 Rp. 754.000.000 36 10 
2 2017 31 Rp. 426.000.000 16 15 
3 2018 17 Rp. 153.257.000 8 9 
4 2019 15 Rp. 126.556.000 14 1 
Sumber : BUMDes Sakinah Lestari Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 1.2   diatas dapat dilihat bahwa usaha simpan pinjam ini 
belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan karena masyarakat yang 
meminjam kepada BUMDes masih banyak menunggak di dalam pembayaran 
ansuran pinjaman nya. Dan itu terjadi karena masyarakat belum begitu paham 
tentang tujuan maupun fungsi BUMDes yang sebenarnya. Tugas dan peran 
pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa 
melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting 
BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar usaha yang dijalankan 
melalui BUMDes  dapat berjalan dengan secara lebih optimal. 
Tabel 1.3 Data Jenis Usaha Yang dilakukan pemanfaat 




Pedagang 217   Orang Rp. 2,741,313,000. 
Pertanian  6       Orang Rp. 12,000,000. 
Perkebunan 186   Orang Rp. 1,877,500,000. 
Perikanan 
Peternakan    
5       Orang 
6     Orang 
Rp. 56,000,000. 
Rp. 79,000,000. 




Jumlah   440 Orang Rp. 4,896,813,000 
Sumber : BUMDes Sakinah Lestari Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa Sejak didirikannya 
BUMDes sakinah lestari pada tahun 2010 sampai tahun 2020 pada desa kuapan 
kecamatan tambang kabupaten kampar terdapat 440 anggota yang melakukan 
simpan pinjam di BUMDes tersebut, diantaranya 217 pedagang dengan total 
pinjaman sebesar Rp.2,741,313,000. 6 orang dalam bidang pertanian dengan total 
pinjaman Rp.12,000,000. 186 orang dibidang perkebunan dengan total pinjaman 
Rp.1,877,500,000. 5 orang dibidang perikanan dengan total pinjaman 
Rp.56,000,000. 6 orang dibidang peternakan dengan total Rp.79,000,000. 20 
orang dalam bidang jasa dengan total pinjaman Rp.131,000,000. Sehingga 
terdapat total pinjaman keseluruhan Rp.4,896,813,000 yang dilakukan oleh 440 
anggota simpan pinjam. 
Tabel 1.4 Modal dari Pemerintah 
Modal  Jumlah 
Pemerintah  Rp.500.000.000 
Sumber : BUMDes Sakinah Lestari Tahun 2020 
 
Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat  bahwa modal yang di berikan 
oleh pemerintah kepada BUMDes Sakinah Lestari untuk simpan Pinjam 
berjumlah Rp. 500.000.000 dan ini merupakan modal awal yang disalurkan 




Bunga kredit atau bunga pinjama secara umum adalah harga yang harus 
dibayar oleh nasaba kepada perusahaan pembiayaan atau bank atas fasilitas yang 
di terima oleh nasabah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bunga dinyatakan 
dalam bentuk persentase. Adapun bunga pinjaman yang terdapat dalam BUMDes 
sakinah lestari adalah sebesar 15%. 
Omset secara umum adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk atau 
jasa dalam suatu kurun waktu tertentu. Omset dapat juga dikatakan sebagai 
pendapatan kotor karena pendapatan tersebut belum dikurangi biaya yang 
dikeluarkan untuk modal seperti biaya produksi, gaji pegawai dan biaya 
operasional lainnya.  
Tabel 1.5 Omset yang diperoleh BUMDes Sakinah Lestari 
Tahun  Jumlah  
2016 Rp. 1.031,200,000. 
2017 Rp. 580,762,000 
2018 RP. 202,400,000. 
2019 Rp. 160,583,500 
Sumber : BUMDes Sakinah Lestari Tahun 2020 
Pada tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa omset yang diterima oleh 
BUMDes sakinah lestari pada tahun 2016 adalah Rp.1.031,200,000. Pada tahun 
2017 adalah Rp.580,762,000. Pada tahun 2018 adalah Rp.202.400.000. pada 
tahun 2019 adalah Rp.160,583,500 . dari data diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa BUMDes sakinah lestari mengalami penurunan omset tiap tahunnya hal itu 




Permasalahan yang sering ada di BUMDes tidak bisa terlepas dari 
pengurusan atau pelayanannya seperi, apakah BUMDes tersebut berhasil 
mendorong kegiatan perekonomian masyarakat?, meingkatkan kereatifitas berwira 
usaha, mendorong usaha sector informal, menghindari pengaruh bunga tinggin 
yang dapat merugikan masyarakat, meingkatkan pengelolaan bantuan modal dan 
memelihara adat kebiasaan gotong royong. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 
judul penelitian tentang” Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha  Milik 
Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi masyarakat pada desa Kuapan 
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang maka 
penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan usaha simpan pinjam badan usaha milik desa Dalam 
memberdayakan Ekonomi masyarakat pada desa kuapan kecamatan 
tambang kabupaten kampar? 
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di desa kuapan 
kecamatan tambang kabupaten kampar? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis 




1. Untuk mengetahui peranan usaha simpan pinjam badan usaha milik desa 
dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pada desa kuapan kecamatan 
tambang kabupaten kampar 
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan 
BUMDes di desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 
1. Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan berpikir dalam menganalisa permasalahan tentang usaha 
simpan pinjam badan usaha milik desa dalam memberdayakan ekonomi 
masyarakat di desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar. 
2. Bagi instansi sebagai informasi ataupun masukan untuk peranan usaha 
simpan pinjam pada BUMDes. 
3. Secara Akademis, berguna sebagai badan informasi dan menambah 
pengetahuan bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti 
permasalahan yang sama. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini 
penulis membagi dalam enam bab sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulis. 




  Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkait dengan 
objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel 
penelitian dan definisi konsep. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
  Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data populasi sampel, teknik pengumpulan-pengumpulan 
data dan analisa data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM 
 Dalam bab ini sejarah Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar, penduduk, sosial, geografis, monografis dan Sejarah 
Pendirian BUMDes Sakinah Lestari 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini nantinya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 










LANDASAN TEORI    
2.1  Peranan 
 Peranan menurut poerwa dorminta adalah “tindakan yang dilakukan 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat 
diatas maka peranan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan orang 
atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat 
tingka laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang 
berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan 
pengetahuan, yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Menurut soerjono soekanto  peranan merupakan aspek dinamis kedudukan 
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia telah 
menjalankan suatu peranan. Peranan diatur oleh norma yang berlaku. Perana lebih 
banyak menunjuk pada fungsi penyelesaian diri dan juga sebagai suatu proses. 
Peranan mencangkup tiga hal antara lain sebagai berikut:  
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang di masyarakat, peranan ini mempunyai arti sebagai 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi 
 
 
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur social masyarakat.(Soerjono Soekanto 2012:135) 
 Konsep tentang peran (rele) menurut kamaruddin  dalam buku” 
ensiklopedia manajemen” menyebutkan sebagai berikut: 
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 
2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 
padanya 
5. Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan berasal dari 
kata peran yang artinya perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang 
berkedukukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan itu memiliki arti tindakan 
yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (KBBI:2001:854). 
Menurut merton soekanto  peranan adalah pola tingkah laku yang 
diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran 
disebut juga sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran 
adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki 
oleh orang karena menduduki status sosial tertentu. 
Parworo  mengemukakan peran mempunyai ciri antara lain sebagai 
berikut: 




2. Bentuk-bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain 
3. Organisasi kerja adanya pembagian peran 
4. Penetapan tujuan yaitu adanya penepatan berdasarkan kelompok 
Status peran dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Peranan formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen 
2. Peran informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit, biasanya tidak 
tampak ke permukaan dan, dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan 
emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-
peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal. 
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan 
merupakan penilaian yang ditetapkan atau diukur mengenai hubungan 2 variabel 
yang mempunyai hubungan sebab akibat. 
2.2    Otonomi 
Otonomi adalah kata benda yang berasal dari kata yunani kata autos 
dibentuk dari kata (berdiri sendiri) dan namos (yang berarti hukum) atau aturan. 
Dengan demikian maka otonomi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana 
kemerdekaan dan kebebasan hadir sebagai identitas. 
Otonomi menyangkut dua hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat 
hukum sendiri dan kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri. Berdasarkan 
pengertian tersebut maka otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak atau 
wewenang untuk mengurus rumah tangga bagi suatu daerah otonom. (sarun 
dajang,2000). Hak atau wewenang tersebut antara lain meliputi pengaturan 
 
 
pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. (Sjafrizal.2016:106). 
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan peraturan perundang undangan. 
(Haw. Widjaja.2002:76). 
Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Pada dasarnya terdapat tiga alasan pokok mengapa diperlukannya otonomi 
daerah tersebut pertama political equality, yaitu untuk meningkatkan partisipas 
masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan 
demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua, local acuntability, yaitu untuk 
meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 
mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini penting dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social di masing-masing 
daerah. Ketiga local response veness yaitu untuk meningkatkan respon 
pemerintahan daerah terhadap masalah-masalah social ekonomi yang terjadi di 
daerah. Unsur ini sangatlah penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan 
meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah. 
 
 
Di Dalam penjelasan Undang-undang No.5 tahun 1974 dijelaskan bahwa 
esensi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab adalah sebagai berikut: 
1. Otonomi daerah itu harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian 
otonom kepada daerah harus berdasarkan factor-faktor, perhitungan-
perhitungan serta tindakan-tindakan atau kebijakan –kebijakan yang benar-
benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dapat serta 
mampu mengurus rumah tangga sendiri. 
2. Otonomi daerah lebih mengedepankan kewajiban daripada hak. 
3. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang 
aspirasi masyarakat, yakni dengan memperkokoh negara kesatuan dan 
mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat indonesia seluruhnya 
2.2.1  Otonomi Desa 
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 
politik dan pemerintahan d Indonesia jauh sebelum negara Indonesia ini terbentuk. 
Struktur desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial 
yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang 
otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. 
Hal lain antara ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi sehinga 
membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkert. 
Kewenangan desa mencangkup kewenangan yang sudah ada berdasarkan 
hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan 
dari   pemerintah propinsi maupun permerintah kabupaten. 
 
 
Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam 
pasal 107 tentang sumber keuangan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, 
bantuan dari kabupaten, pemerintah provinsi serta dari sumber penerimaan dari 
pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) antara lain 
meliputi: hasil usaha desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan 
pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud dengan bantuan dari 
pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah 
serta bagian dari dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah. Sumber 
pendapatan desa sebagaimana diatur dan dikelola dalam Anggaran dan 
Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa 
bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. (widjaja: 
2005.hlm 4). 
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana 
yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 
keuangan desa. (UU no.6 tahun 2014 pasal 71). 
2.3   Simpan Pinjam 
Pengertian simpan pinjam menurut melayu SP Hasibuan (1996) “ simpan 
pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman 
dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang 
membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang 
 
 
merugikan masyarakat”. Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang 
memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang. 
Dan salah satu upaya mengatasi kemiskinan adalah simpan pinjam yang 
merupakan salah satu bentuk program dari BUMDes yang saat ini telah dijalankan 
oleh masyarakat pada desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar. 
2.4  Keuangan desa  
 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, keuangan desa merupakan semua hak dan 
kewajiban desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 
(Permendagri No.113 tahun 2014) 
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan 
APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan  
desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah 
daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 
pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. 
(Hanif Nurcholis.2011: 81). 
 
 
Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 
akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 
artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertaggung jawabkan secara 
legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 
Disamping itu, keungan desa harus dibukukuka dalam system pembukuan yang 
benar sesuai dengan kaidah system akuntansi keuangan pemerintag. (Hanif 
Nurcholis. 2011 : 82). 
Semua uang yang dipergunakan dalam rangka peyeleggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang negara dan uang rakyat, yang 
harus dikelola berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya: 
a. UU No. 6 Tahun 2014 Tetang Desa 
b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 
2014 Tentang Desa. 
c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 
d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keungan Desa. 
Serta aturan lain yang terkait, antara lain: 
a. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa 
c. Permendagri No. 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
2.5   Badan Usaha Milik Desa  
Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 
masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 
dan dibentuk berdasarkan kebutuhan desa dan potensi desa. 
 
 
Pendirian BUMDes di landasi oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, PP 
No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang 
desa dan peraturan mentri desa, pembagunan daerah tertinggal dan transmigrasi 
No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran 
badan usaha milik desa. 
Di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 badan usaha milik desa 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 
melalui penyertaan secara langsung yang bersal dari kekayaan desa yang dipisah 
guna mengelola aset, jasa, pelayaan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Dan di dalam undang-undang desa terdapat empat 
pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes yaitu: 
1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan 
BUMDes 
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes 
3. Pasal 89 mengenai manfaat pendirian BUMDes 
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat 
bagi masyarakat desa 
Dari undang-undang desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat 
ini di harapkan memegang peranan yang penting didalam pengembangan potensi 
desa Khususnya di dalam mengelola keuangan desa yang ada diwilayahnya. 
Untuk saat ini landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola 
BUMDes diperjelas oleh pemerintah dengan mengeluarkan permendesa nomor 4 
tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga dikelurakan 
 
 
pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolan keungan desa. Akan tetapi 
didalam permandagri tidak membahas tentang BUMDes. Di dalam permendesa 
nomor 4 tahun 2015 dijelaskan secara terperinci mengenai,pendirian BUMDes. 
Siapa yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha 
yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan tanggung jawab pelaporan 
BUMDes diatur dalam peraturan mentri ini. Dan hal ini membawa angin segar 
bagi desa-desa yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum 
terlalu paham mengenai pengelolaan yang benar di dalam BUMDes. 
2.5.1 Tujuan Pendirian Bumdes 
Sebagai mana yang tercantum didalam pemendesa PDT dan Transmigran 
No 4 Tahun 2015, pendiriran BUMDes bertujaun untuk 
1. Meningkatkan perekonomian desa 
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 
3. Meningkatkan usah masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa atau dengan pihak 
ketiga 
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga 
6. Membuka lapangan kerja 
7. Meningkatkan kesejahteran masyarakat melalui perbaikan pelayaan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 
 
 
Pendirian dan pengeloalan badan usaha milik desa merupakan perwujudan 
dari pengeloaan ekonomi produktif desa dengan menggunakan prinsip, konperatif, 
partisipatif, emansiatif, transfaransi, akuntabel dan sus tainabel. Oleh karena itu 
perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa 
tersebut dapat berjalan dengan efektif, efesien, profesional dan mandiri. 
2.5.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
Berdasarkan peraturan menteri desa no 4 tahun 2015 pasal 2 menjelaskan 
prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar di pahami dan 
di persiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertaan 
modal), BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat, yang mana terdapat 6 
prinsip di dalam mengelola BUMDes antara lain yaitu: 
1. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus 
mampu menjelaskan kerjasama yaitu baik demi pengembangan dan 
kelangsungan hidup. 
2. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dala BUMDes harus 
bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 
kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUMDes 
3. Emansipatif , yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus 
di perlakukan sama tampa memandang golongan, suku dan agama 
4. Transparan yaitu setiap aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 
masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat 
dengan mudah dan terbuka. 
 
 
5. Akuntabel  yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara teknis maupun administrasi  
6. Sustainabel yaitu kegiatan usaha yang dapat dikembangan dan dilestarikan 
oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. 
2.5.3 faktor Pendukung Badan Usaha Milik Desa 
1.  Pemerintah/ Pengelolah BUMDes 
Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian 
masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga 
tumbuhnya ekonomi nasional serta ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang 
kokoh dan terarah. Pemerintah / pengelolah BUMDes memiliki peran yang sangat 
berpengaruh didalam keberlangsungan/ keberhasilan di dalam menjalankan 
BUMDes. 
Sebagaimana terdapat didalam hadits Abu Hurairah di dalam Shohih 
Bukhori dari Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa sallam (disebutkan) bahwa beliau 
pernah ditanya: kapan hari kiamat? Maka Rosululloh shollalloh ‘alaihi Wa sallam 
berkata kepadanya:   
ََِِعْنِأَبِيِهَُريِْ َِ ِظِر َ  َرةَِقَاَلِ:ِقَاَِلَِرُسْوُلِللاَُِصلَّىِللاَُِعلَْيِهَِوَسلََّمِ:ِإَِذاُِضيَِعِتِاْألََمانَةُِفَاِنَْت
َِِ َِ ِظِر َ هَاِيَاَِرُسوُلِللاِِ؟ِقَاَِلِ:ِإَِذاِأُْسنَِدِاْألَْمُرِإِلَىَِغْيِرِأَْهلِِهِفَاْنَت َُ اَعةَِ.َِكْيَفِإَِضاَِعَت  السَّ
اَعةَ.  السَّ
 




Maksud hadits di atas menerangkan bahwa suatu perkara yang diserahkan kepada 
yang bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya. Maka, dalam setiap urusan 
muamalah manusia di anjurkan memelajari manajemen. Dengan ilmu manajemen, 
akan mengatur orang-orang sesuai dengan bidangnya. 
2.Masyarakat 
Masyarakat juga  menjadi penentu di dalam keberhasilan sertanya 
berjalnnya BUMdes dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat didalam 
aspek ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan didalam keberlangsungan 
hidup.    
2.6 Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pemberdayaan dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai kata nomina 
(kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, memberdayakan. Pemberdayaan 
dalam bahasa inggris disebut sebagai empowernent, istilah pemberdayaan 
diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki 
masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi dirinmerakan 
sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku 
yang mampu meengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. 
Menurut ginandjar kartasasmita,  pemberdayaan ekonomi rakyat adalah 
“upayah yang merupakan pengarahan sumber daya untuk mengembangkan 
potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik 
sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, 
dapat ditingkatkan produktipitasnya” 
 
 
Pemberdayaan juga memiliki beberapa definisi yang dapat dilihat dari 
tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. (Edi, 2006 58-59) 
1. Pemberdayaan bertujuan untuk menigkatkan kekuasaan orang-orang yang 
lemah atau tidak beruntung 
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 
kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan 
mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 
mempengaruhi kehidupan 
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 
melalui perubahan struktur social 
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan  mana rakyat, organisasi yang 
berkembang pesat diarahkan agar kehidupan mampu menguasai (berkuasa) 
Pemberdayaan adalah mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat, 
dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri sehingga tatanan nilai budaya 
setempat.  
Ekonomi atau economic dalam banyak literature ekonomi disebutkan 
berasal dari bahasa yunani yaitu kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti 
peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang 
menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah 
tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga 
bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami,istri dan 
anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga bangsa, Negara dan dunia. 
 
 
Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian 
tentang pengurusan sumber daya materi individu, masyarakat, dan Negara untuk 
meingkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu 
tentang prilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 
bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan 
kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. 
Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem 
tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah 
pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu 
manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. 
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Kualitatif Pengelolaan usaha simpan 
pinjam pada BUMDes dian 
koto di desa bandur picak 
sudah berjalan cukup baik, 
dilihat dari indikator 
kooperatif, 
partisipatif,emansipatif, 







aturan yang ditetapkan di 
dalam pengelolaan usaha 
simpan pinjam pada 
BUMDes dian koto antara 
pengurus, pemerinta desa, 
masyarakat dan semua 
elemen yang berkaitan 
dengan BUMDes dian koto 
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Kualitatif kurang setuju/ kurang baik. 
Hal ini dikarenakan 
pelaksanaan program UED-
SP Harapan Bunda tersebut 
belum berjalan dengan 
maksimal dan belum 
memenuhi standard 
prosedur yang telah di 
tetapkan oleh pemerintah 
pusat berdasarkan 
Permendagri No 6 Tahun 







Peraturan Usaha Ekonomi 
Desa Simpan Pinjam 
(UED-SP). 
 
2.8 Pandangan Syariat Agama Islam Tentang Pemerdayaan dan Simpa 
Pinjam 
Berbicara mengenai pemberdayaan tidak akan lepas dari permasalahan 
kemiskinan yang menjadi objek dari pemerdayaan itu sendiri, pemberdayaan 
mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara untuk mengubah masyarakat dari 
tidak mampu menjadi berdaya baik secara ekonomi sosial maupun budaya. 
Pemberdayaan antara lain bertujuan agar hidup masyarakat kedepannya 
lebih baik di dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari indikator 
pendapatan masyarakat tingkat pendidikan dan sebagiannya berpengaruh besar 
terhadap kebutuhan masyarakat. Di dalam islam terdapat dua hal mendasar yang 
diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial antara lain 
yaitu: 
Pertama yaitu, pemahaman kembali tentang konsep islam yang mengarah 
pada perkembangan sosial kemasyarakatan, yang mana pada saat ini konsep 
agama islam yang dipahami umat islam individual, statis, dan tidak menampilkan 
jiwa dan ruh islam itu sendiri. 
Kedua pemberdayaan adalah kosep trasformasih sosial budaya, oleh 
karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka 
 
 
mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi islam. Perbedaan 
tingkat hidup manusia merupakan sebuah rahmat dan juga sebagai pengingat bagi 
kelompok manusia yang berada untuk saling membantu dengan kelompok yang 
kurang mampu. Pemahaman inilah yang seharusnya di utamakan dikalangan umat 
islam, sikap simpati dan impati terhadap sesama harus ditanamkan sejak awal. 
Dan ini sejalan dengan firman Alloh di dalam surat Al-hashr ayat 7, yang artinya 
apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Alloh kepada Rosulnya (dari harta 
benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk 
Rosul, kaum kerabat, anak-anak yatim,orang-orang miskin dan orang-orang dalam 
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja 
diantara kamu. Apa yang diberikan Rosul kepada mu, maka terimalah. Dan apa 
yang dilarang bagimu, maka tinggalkan lah. Dan bertaqwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. 
Kehidupan manusia berhubungan erat dengan muamalah dengan individu 
yang lain, yang masing-masing ajan berusaha dengan berbagai cara untuk 
menciptakan suatu kondisi yang memudahkan didalam keberlangsungan 
hidupnya. Tentu didalamnya tidak terlepas dari hubungan timbal balik, tolong 
menolong antara sesama dan juga di dalam hal  pinjam meminjam barang. 
Sehingga manusia saat mudah mendapatkan barang yang ia inginkan tampa harus 
membelinya, karena islam mengajarkan umatnya untuk saling berbuat baik dan 




Artinya :  “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
takwa”(Al-maidah ayat 2).  
Surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dalam 
mengerjakan kebajikan dan taqwa, serta melarang kita tolong 
menolong dalam perbuatan dosa dan musuh. Yang mana didalam surat 
Al Maidah ayat 2 ini terdapat kandungan tentang bentuk sosila antara 
lain yaitu: 
1. Dilarang Membenci 
yang mana benci merupakan sikap tidak menyukai 
orang lain karena perasaan tertentu. Hal ini dapat 
membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah 
SWT karena didasarkan oleh rasa benci, di dalam ayat 
dikatakan bawha janganlah menolong karena rasa benci 
terhadap suatu kaum yang  telah menghambat kamu 
mengunjungi Masjidil Haram, lalu kamu menganiaya 
mereka. 
2. Gotong Royong 
Inti didalam surat Al-Maidah adalah menyarankankita untuk hidup tolong 
menolong dan membantu dalam kebaikan. Tolong menolong bermakna ganda 
yaitu dalam kebaikan dan keburukan. Isalam mengajarkan kita untuk tolong 






Selain itu terdapat juga firman Alloh dalam surat Al-Baqoroh ayat 280 
tentang hutang : 
 
Artinya :  dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekakan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.(Al-
Baqoroh ayat 280). 
Ayat diatasmenjelaskan bahwa jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan 
untuk melunasi, atau bila ia membayar utangnya akan terjerumus 
dalam kesulitan, maka berilah ia tenggang waktu untuk melunasinya 
sampai ia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tau 
ia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. 
Dan jika kamu memyedekahkan sebagian atau seluruhnya utang 
tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang 
berhutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui 
betapa besar balasan di sisi Allah SWT. 
Dan dari Abu Hurairoh, ia berkata bahwa Rosululloh barsabdah” barang 
siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk 
membayarnya (mengembalikannya), maka Alloh akan tunaikan untuknya. Dan 
barang siapa mengembalnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka 
Alloh akan membinasakannya”. (HR.Bukhari). 
 
 
Berdasarkan penjelasan diatas jika kita mempunyai hutang maka 
hendaklah kita untuk bersegera melunasinya dan jangan berniat untuk tidak 
melunasinya.karena Alloh akan membinasakan orang-orang yang menghabiskan 
dan mengambilnya. 
2.9 Defenisi Konsep 
Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 
secara absrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat 
perhatian ilmu masri singaribun (dalam munjahidin 2013:34), melalui konsep, 
penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan 
menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama 
dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu 
sama dengan yang lain: 
1. Peranan merupakan suatu kedudukan yang dimiliki seseorang atau instansi 
yang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. 
2. BUMDes adalah usaha yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah 
desa. 
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan suatu proses yang 
dilakukan di dalam mensejahterakan dan menstabilkan keadaan atau 
kehidupan masyarakat. 
4. Simpan Pinjam merupakan suatu penyaluran dana dari koperasi kepada 





2.10 Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan suatu unsur penelitian yang memberikan 
bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dapat mengetahui indikator 
sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka dibuatlah indicator 
penelitian yang akan mengacu pada Permendagri No. 6 Tahun 1998, dan lebih 
dikongkritkan dalam melakukan penelitian. 
No  Peranan usaha 
simpan pinjam 








Indikator Sub Indikator 
1 Permendagri No. 6 
Tahun 1998 Bab 


























kualitas Usaha.  




ingin menjadi mitra 
UED-SP. 
  3. Mendorong usaha 
sector informal  
  
 
a. Membantu Pelaku 
usaha Sektor 
informal agar dapat 
mengembangkan 
usaha yang mereka 
kerjakan, dengan 
cara pemberian 




yang sedang di 
jalankan oleh 
pelaku usaha Sector 
Informal.  
  4. Menghindari 
pengaruh bunga 




masyarakat agar tidak 
meminjam dana kepada 
pihak rentenir yang 
mematok bunga tinggi.  
  
b. Memberikan bunga 
serendah mungkin dan 
mempermudah proses 





  5. Meningkatkan       
Peranan Mengelola 
Bantuan Modal 
a. Meningkatkan minat 
masyarakat untuk 
memanfaatkan dana 
bantuan modal yang di 
sediakan oleh UED-SP 




cara mengatur keuangan 
usaha, agar pembayaran 
 
 
kredit pinjaman tidak 
mengalami macet. 





kebiasaan gotong-royong  
a. Menumbuhkan 
kembali Adat Gotong 
Royong dalam 
membantu masyarakat 
kurang mampu.  
  
b. Meningkatkan minat 
masyarakat agar mau 
menabung di UED-SP 
Harapan Bunda.  
sumber data : Permendagri No. 6 Tahun 1998 Bab III, PASAL 3 Tentang 
Peraturan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP) 
2.11 Kerangka Pikiran 
Kerangka pikiran merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan 
alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lian. Dan agar  lebih 
jelas maka   akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini. 
 
 
 Keberhasilan peranan usaha simpan pinjam 
 
Mendorong kegiatan perekonomian, Meningkatkan kreativitas berwirausaha, 
Mendorong usaha sector informal, Menghindari pengaruh bunga tinggi yang 
mengurangi masyarakat, Meningkatkan peranan mengelola bantuan modal, 
Memelihara dana meningkatkan adat kebiasaan gotong-royang 
 Permendagri No. 6 Tahun 1998 Bab III, PASAL 3 Tentang Peraturan Usaha 
Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP) 
 
Peranan usaha simpan pinjam badan usaha milik desa 
 
 
sumber data : Permendagri No. 6 Tahun 1998 Bab III, PASAL 3 Tentang 










3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti  untuk 
mendapatkan informasih  yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna 
memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat atau 
mendekati yang sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis memilih 
dan menetapkan lokasi penelitian di desa kuapan kecamatan tambang kabupaten 
kampar, pada usaha simpan pinjam milik desa kuapan.  
3.2 Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan peyusunan 
skripsi ini adalah jenis data kualitati dengan cara mengumpulkan beberapa 
keterangan-keterangan sebanyak mungkin yang kemudian di 
interpretasikan sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 
informasih mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan 
menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari  
Informan penelitian melalui wawancara (interview), dan observasi. 
 
 
Berupa dentitas responden dan hasil tanggapan responden tentang 
bagaimana peranan usaha simpan pinjam badan usaha milik desa 
dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa kuapan kecamtan 
tambang kabupaten kampar. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang di dapat dari 
pihak lain seperti dokumen-dokumen serta keterngan-keterangan lain 
yang mendukung kegiatan penelitian ini. 
Adapun data di peroleh meliputi:  
1) Undang-undang (Perda BUMDes)  
2) Peraturan Desa (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) 
3) Data usaha alamat dan jenis usaha simpan pinjam dari masyarakat 
penerima bantuan dana Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha 
Milik Desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar. 
4) Struktur Badan Usaha Milik Desa Dan lain-lain.  
3.3 Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa 
informasih kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti  menggunakan teknik 
purpisive sampling dimana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui 




Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: 
No  Subjek Penelitian Jumlah informan 
1 Kepala Bidang BUMDes 1 
2 Kepala Desa 1 
3 Kepala BPD 1 
4 Pengelola BUMDes 2 
Jumlah  5 informan  
 
Adapun informen untuk pemanfaatan BUMDES dalam penelitian ini antara 
lain: 
No  Subjek Penelitian Jumlah Informan 
I Pemanfaat BUMDes 109 
Jumlah 109 informan 
 
3.4 Populasi dan Sampel  
1. Populasi  
Menurut sugiyono(2009:90) populasi adalah wilayah genaralisasi 
yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuntitas dan kerakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. 
Adapun populasi dalam penelitian ini, penulis mengkatagorikan 
menjadi 3 unsur antara lain: 
a. Peranan BUMDes Kuapan 
b. Pemerintah Desa 
 
 
c. Anggota pemanfaat BUMDes Kuapan 
2. Sampel 
Menurut Etta Mamang Sangadji (2010:186) sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi 
besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 
populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu 
sampel yang diambil harus representatif (mewakili). Untuk menghitung 
besarnya sampel dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan rumus 
dari slovin berikut ini:  
𝑛 =
𝑁
1 + 𝑁. 𝑒2
 
Keterangan : 
n= Jumlah Sampel 
N= Jumlah Total Populasi 
e= Batas Toleransi Error 
𝑛 =
109
1 + 109. (0,1)2
= 52,153 
Sampel dalam penelitian ini dibulat kan menjadi 53 pemanfaat 
simpan pinjam pada BUMDes di Desa Kuapan. 53 sampel ini nantinya 






3.5 Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Menurut Syofian Siregar (2013:18) wawancara adalah proses 
memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan 
wawancara. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan 
belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuesioner. Dalam 
penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak Desa Kuapan, 
pengelola BUMDes.  
2. Kuesioner (angket) 
Menurut Sugiyono (2003; 162) kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 
disebarkan kepada responden mengenai peranan usaha simpan pinjam 
badan usaha milik desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat 
pada desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar, dimana 
koesioner (angket) dalam penelitian adalah Pemanfaat Usaha Simpan 
Pinjam BUMDes sebanyak 53 orang.  
3. Observasi  
Menurut Syofian Siregar (2013:19) observasi atau pengamatan 
langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 
 
 
penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 
mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas 
tentang kondisi objek penelitian tersebut. Jadi disini penulis melakukan 
pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang 
erat hubungannya dengan penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini 
penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai 
perana usaha simpan pinjam badan usaha milik desa dalam 
memberdayakan ekonomi masyarakat pada desa kuapan kecamatan 
tambang kabupaten kampar. 
3.6 Analisa Data 
Menurut Sugiyono (2012:207) analisis data adalah menggelompokkan data 
berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable 
dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti,melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukanperhitungan untuk 
menguji hipotesis yang telah diajukan dan membuat kesimpulan sehingga 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
Suharsimi Arikunto (2010; 278) analisis data merupakan bagian yang amat 
penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti 
dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang 
telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok, di adakan 
kategorisasi, di olah sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna 
untuk menjawab masalah dan memanfaatkan untuk menguji hipotesis. 
Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah. Yaitu: 
 
 
a. Persiapan  
b. Tabulasi 
c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 
Setelah penulis memperoleh data dari observasi maupun kuinsioner, 
untuk menganalisa data yang telah di kumpulkan penulis menggunakan 
metode deskriftif kualitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan cara 
menggambarkan fenomena keadaan yang di temui di lapangan. 
Dengan metode ini penulis memaparkan dan menginterpretensi data 
yang dihubungkan dengan dengan teori. Kemudian untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik 
Desa Dalam Membedayakan Ekonomi Masayakat Pada Desa Kuapan 
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis akan menuangkan 
dengan teknik deskriptif Kualitatif yaitu denagan persentase dengan 







P = Presentasi 
F = Frekuensi  
N = Jumlah yang diteliti 
 Dalam penentuan kriteria penulis menggunakan teori Suharsimi Arikunto 
yaitu, penilaian dilakukan pengelompokan menjadi lima kriteria yaitu: Sangat 
Setuju, Setuju, Cukup Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, sebagai berikut: 
 
 
a. Sangat Setuju     : 80% - 100% 
b. Setuju      : 60% - 79% 
c. Cukup Setuju     : 40% - 59% 
d. Kurang Setuju    : 30% - 39% 
e. Tidak Setuju     : Kurang dari 30% 
Indikator yang akan diajukan keapada responden dengan menggunakan 
teknik pengukuran daiatas, maka didalam penentuan hasil penelitian akan 
dapat diambil kesimpulan dengan baik mengenai, Peranan Usaha Simpan 
Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam Membedayakan Ekonomi 
Masayakat Pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 









GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
4.1 Gambaran Umum Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar 
4.1.1 Sejarah Desa Kuapan 
Desa kuapan merupakan suatu desa yang terletak diwilayah kecamatan 
tambang kabupaten kampar yang mana menurut sejarah berdirinya adalah berasal 
dari desa kampar yang sangat dipadati oleh penduduk, dan pada awalnya desa 
kuapan merupakan perwakilan tambang yang dijabat ooleh wali muda Bapak Dt. 
Lenjo pada tahun 1979 sampai tahun 1986 dan pada tahun 1986 berakhir juga wali 
muda. Dan mulailah pemerintah kecamatan kampar menetapkan Pjs (Pejabat 
Sementara Kepala Desa) untuk desa kuapan yang menjadi perwakilan tambang 
pada saat itu dijabat oleh Bapak M. Sahar sampai tahun 1989. 
Dan pada tahun1989 desa kuapan mengadakan pemilihan kepala desa 
maka pada saat itu terpililah Bapak H. Maarib Dt. Mongguong dengan periode 
5(lima) tahun. Dan pada masa Bpak H. Maarib Dt. Mongguong menjabat sebagai 
kepala desa didesa kuapan, kecamatan tambang telah mekar dari kecamatan 
kamapar. Dan dengan berjalannya waktu pada tahun 2015 bulan desember 
dilakukan pemilihan kepala desa kuapan dan terpililah Bapak M.Zen dan dilantik 
pada tanggal 18 desember tahun 2015 dengan periode 6(enam) tahun. Maka sejak 
bedirinya desa kuapan terdapat 8(dealam) orang yang perna menjabat sebagai wali 
muda atau pun Pjs (Pejabat Sementara Kepala Desa). 
 
 
4.1.2 Demografi Desa Kuapan  
 Demografi desa desa kuapan terletak didalam wilayah Kecamtan Tambang 
Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan: 
● Sebelah utara berbatasan dengan  : Desa Tapung 
● Sebelah selatan berbatasan dengan  : Sungai Kampar 
● Sebelah barat berbatasa dengan    : Desa Pulau Birandang 
● Sebelah timur berbatasan dengan     : Desa Tambang, Balam 
Jaya dan Sungai Pinang. 
 Luas wilayah pada desa kuapan ± 8 Km/Segi. Dengan mempedomani 
dasar tapal batas desa kampar lama dengan desa tambang, desa kuapan adalah 
wilayat desa kampar lama, mempedomani petunjuk ninik mamak desa kampar 
lama, batas desa kuapan dengan desa tambang adalah terbentang lurus dari muaro 
di dusun I kuapan ke gau cangkuok yang melintas Km 1 (satu) jalan PTP V- Sei. 
Pinang, batas desa kuapan dengan desa pulau birandang kecamtan kampar adalah 
batas dari kampung dusun II Kr.Tinggi desa kuapan yang tepatnya disamping 
rumah orang tua Zainur lurus kesungai panago yang melintas Km 7 (tujuh) 
Lingkitin jalan PTP V- sungai pinang. 
 Dengan pemanfaat atau pembagian wilayah di desa kuapan kecamatan 
tambang kabupaten kampar antara lain yaitu: Permukiman seluas 900 ha, 
Pertanian sawah seluas 600 ha, Ladang/ tegalan  seluas  600 ha, Hutan  seluas 
70 ha, Rawa-rawa seluas 50 ha, Pertantoran seluas 10 ha, Lapangan seluas 2 ha 
 
 
4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Kuapan 
a. Jumlah Penduduk di Desa Kuapan 
 Desa kuapan memilki jumlah penduduk sebanyak 5.562 jiwa, yang terdiri 
dari laki-laki 2.701 jiwa dan perempuan 2.861 jiwa dengan 960 KK. Dapat dilihat 
dalam tabel 4.1 jumlah penduduk Desa Kuapan berikut. 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kuapan 




Jumlah penduduk laki-laki 







Jumlah  5.562 100% 100% 
Sumber: kantor desa kuapan, 2021 
Dari tabel 4.1 diatas jumlah penduduk paling banyak di desa kuapan 
didominasi oleh penduduk perempuan dengan persentase sebesar 51,44% 
sedangkan penduduk laki-laki terdiri dari 48,56%. 
b. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Kuapan 
Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan di desa kuapan kecamatan 
tambang kabupaten kampar. Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal penting 
dalam suatu daerah yang menggambarkan tingkat kualitas sumber daya manusia 
sebagai potensi utama dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan suatu Desa dapat 
diukur dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan terkait dengan kemajuan pola 
pikir masyarakat dalam pembangunan Desa tersebut. Kesadaran akan pendidikan 
 
 
harus ditanamkan terutama terutama pada masyarakat desa, hal ini penting agar 
masyarakat tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang dikarenakan oleh 
rendahnya tingkat pendidikan dan menyebabkan masyarakat tidak memiliki 
kompetensi untuk bersaing didunia kerja.  
Berikut data tingkat pendidikan di Desa Kuapan Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
















70     Orang 
800   Orang 
142   Orang 
 Jumlah  6.294 
Sumber: kantor desa kuapan, 2021 
Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling 
banyak adalah penduduk dengan tingkat pendidikan MA dengan jumlah 2260 
orang, yang kedua tingkat MTS dengan jumlah 1800 orang, yang ketiga dengan 
tingkat SD dengan jumlah 1300 orang, dan yag p;utus sekolah sebanyak 800 
orang, yang buta huruf sebanyak 142 orang sedangkan yang ditingkat S1 




c. Sarana dan prasarana Desa Kuapan 
Pembangunan sarana dan prasarana merupakan dua hal yang sangat 
penting dalam suatu Desa, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai 
sebagai alat dalam mencapai tujuan, sedangkan prasarana merupakan alat tidak 
langsung untuk mencapai tujuan. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan 
memberikan dampak terhadap kemajuan Desa.  
Pembangunan sarana dan prasarana harus dilakukan oleh masing-masing 
Desa, dalam hal ini membutuhkan daya dukung memadai terutama pengetahuan 
dan penguasaan teknis operasional. Prasarana yang dibangun harus dapat 
dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan 
dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat 
jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak 
tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Pemeliharaan sarana dan 
prasarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai sehingga dapat merasakan 
manfaatnya. Sarana dan prasarana umum semua orang boleh mempergunakannya. 
Tabel 4.3. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Kuapan Picak 
secara garis besar 
No  Sarana/Prasarana Jumlah 
1 Kantor Desa 1 
2 Gedung UED-SP 1 
3 Gedung Serba guna 1 
4 Puskesmas 1 
 
 
5 Mesjid dan musholla 13 
6 Taman Kanak-kanak 4 
7 SD Negeri 2 
8 SMP Negeri 1 
9 MA Negeri 1 
Sumber: kantor desa kuapan, 2021 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kantor desa berjumlah 1, Gedung 
UED-SP berjumlah 1, Gedung serba guna 1, puskesmas 1, Mesjid dan Musholla 
13, Taman Kanak-kanak 4, SD Negeri 2, SMP Negeri 1 dan MA berjumlah 1.  
d. keagamaan  
 Penduduk di desa kuapan menganut dua macam agama sebagai pedoman 
dalam menjalani hidup sehari-hari, yaitu agama isalam dengan jumlah 5.507 
orang dan pada agama kristen berjumlah 55 orang.  
4.2 GAMBARAN UMUM BUMDES SAKINAH LESTARI DESA KUAPAN 
KECAMATAN TAMBANG 
A. Sejarah berdirinya Bumdes Sakinah Lestari  
Berdasarkan musyawarah desa pada tanggal 10 Januari tahun 2010 di Desa 
Kuapan Kecamatan Tambang resmi didirikan Usaha Ekonomi Desa Simpan-
Pinjam (UED-SP), Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) yang 
didirikan diberi nama ”Sakinah Lestari”. Tujuan didirikannya usaha ini adalah 
untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada tanggal 13 Februari 
 
 
2013 status Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) berubah menjadi 
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), karena telah memenuhi syarat pembentukan 
Bumdes .  
Bumdes Sakinah Lestari berkedudukan di Desa Kuapan dan berkantor di 
Jalan Pematang Kulim - Bangkinang KM 4,5 Desa Kuapan. Pembentukan Badan 
Usaha Miilik Desa Sakinah Lestari dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha 
yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa 
dan memberikan konstribusi terhadap pendapatan desa. 
Modal dasar Badan Usaha Milik Desa merupakan sebagian dari kekayaan 
Pemerintah Desa yang dialokasikan pada Badan Usaha Milik Desa sebagai 
penyertaan modal dari kekayaan Desa yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dan kekayaan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Modal 
Dasar Bumdes dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000.  
Dalam peraturan Desa Kuapan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya 
disebut dengan Bumdes adalah Bumdes Sakinah Lestari berdasarkan musyawarah 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh BPD (Badan 
Pemberdayaan Desa) dan perwakilan lapisan masyarakat desa untuk menentukan 
kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan 
dalam pengelolaan Bumdes yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa. Badan 
Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan Bumdes adalah suatu 




Modal Badan Usaha Milik Desa diperoleh dari:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
b. Pemerintah Kabupaten  
c. Pemerintah Propinsi/Pusat  
d. Pinjaman perbankan/non perbankan  
e. Kerjasama pihak ketiga  
f. Keuntungan usaha.  
B. Visi dan Misi  
Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sakinah Lestari adalah:  
a) Meningkatkan pendapatan asli Desa  
b) Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Desa 
c) Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.  
d) Membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.   
C. Tata Kerja Kepengurusan Bumdes Sakinah Lestari  
a. Komisaris (Penasehat)  
Penasehat berkewajiban untuk:  
1) Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan 
pengelolaan Bumdes  
2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 
penting bagi pengelolaan Bumdes  
3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bumdes  
b. Pengawas  
1) Pemilihan dan pengangkatan pengurus  
 
 
2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana 
operasional  
c. Badan Pengelola  
1) Kepengurusan badan pengelola BUMDes Sakinah Lestari terdiri dari:  
a) Direktur  
b) Kepala unit  
c) Staf unit usaha  
d) Bidang pelaksana teknis unit - unit usaha.  
2) Tugas - tugas Badan Pengelola  
a. Direktur  
1) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik 
Desa  
2) Merumuskan strategi pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik 
Desa  
3) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha 
Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa  
4) Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa 
baik dalam maupun keluar  
5) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban 





b. Kepala Unit  
Kepala unit mempunyai tugas pokok membantu direktur melaksanakan 
fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di Unit Usaha Badan Usaha Milik 
Desa yang dipimpinnya.  
1) Memimpin organisasi unit usaha dan bertanggung jawab kepada Direktur  
2) Mencari sumber sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha 
yang sesuai dengan kegiatan unitnya  
3) Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada unit usaha 
Bumdes berdasarkan kelayakan usulan  
4) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan unit 
yang dipimpinnya serta mengkoordinasikannya keluar maupun kedalam 
untuk membangun relasi usaha yang baik  
5) Mengatur efektifitas kinerja staf unit usaha  
6) Memberi usul kepada direktur untuk mengangkat tenaga administrasi dan 
atau tenaga teknis yang diperlukan  
7) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan atau Komisaris  
8) Melakukan koordinasi dengan aparat Desa, BPD, lembaga 
kemasyarakatan, serta kepada pihak pihak lain dalam rangka efektifitas 
kegiatan unit usahanya  
9) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait  
10) Memastikan terlaksananya prinsip transparasi dalam pengurusan kegiatan 




c. Tata Usaha / Sekretaris Unit Usaha  
Tata usaha / sekretaris unit usaha mempunyai tugas pokok membantu 
kepala unit melaksanakan fungsi pengeloaan administrasi sumber daya unit usaha 
Badan Usaha Milik Desa. Tugas tata usaha/ sekretaris adalah sebagai berikut:  
1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi 
administrasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa  
2) Melaksanakan strategi pengelolaan administrasi unit usaha Badan 
Usaha Milik Desa.  
3) Memberikan pelayanan administrasi pengangkatan dan 
pemberhentian anggota pengelola unit usaha Badan Usaha Milik 
Desa  
4) Memberikan pelayanan administrasi seluruh tugas pengelola unit 
usaha Badan Usaha Milik Desa, baik kedalam maupun keluar  
5) Menyusun adminstrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa  
6) Mengelola surat menyurat, mengelola kearsipan secara umum  
7) Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa  
d. Kasir/Bendahara  
Kasir/bendahara mempunyai tugas pokok pembantu kepala unit dalam 
melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha 




1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan 
unit usaha Badan Usaha Milik Desa.  
2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik 
Desa.  
3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit 
usaha Badan Usaha Milik Desa.  
5) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha.  
6) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan 
Usaha Milik Desa.  
7) Mengelola penerimaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik 
Desa dan menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha 
Badan Usaha Milik Desa.  
e. Staf unit usaha simpan pinjam: Analis Kredit  
Staf analis kredit mempunyai tugas pokok pembantu kepala unit dalam 
melaksanakan fungsi pemeriksaan kelayakan usaha pemanfaat dana usaha Desa 
yang dikelola Bumdes. Tugas staf analis kredit adalah sebagai berikut :  
1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen 
proposal dalam mengajukan proposal kegiatan.  
2) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan 
kunjungan lapangan meliputi : cek fisik kelayakan usaha (tempat 
usaha), cek fisik kelayakan agunan, mencari informasi ke 
masyarakat tentang karakter calon peminjam  
 
 
3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan dan 
membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan  
4) Melakukan umpan balik kepada pemanfaat  
5) Memberikan rekomendasi akhir kepada Kepala Unit untuk 
dimusawarahkan dalam rapat pengurus.  
f. Bidang pelaksana teknis unit - unit usaha  
Bidang pelaksana teknis unit - unit usaha adalah tenaga yang mempunyai 
tugas pokok dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan unit usaha yang dikelolanya. Bidang Pelaksana Teknis 
unit usaha adalah Juru Pungut retribusi. Tugas bidang pelaksana teknis unit usaha 
adalah sebagai berikut:  
1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi unit usaha 
Badan Usaha Milik Desa dilapangan.  
2) Memberikan pelayanan bagi masyarakat dan nasabah unit usaha 
Badan Usaha Milik Desa dengan baik.  
3) Menyusun laporan realisasi kegiatan unit usaha Badan Usaha Milik 
Desa.  
3). Fungsi Badan Pengelola  
Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan Bumdes yang 
melaksanakan kebijakan dan teknis pengelolaan Bumdes sesuai Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan. Badan pengelola mempunyai 




a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Bumdes  
b. Mengangkat anggota/staff pengelola Bumdes dengan persetujuan 
Pemerintah Desa dan BPD  
c. Mengelola keuangan dan aset Bumdes  
d. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengurus Bumdes  
e. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga  
f. Melakukan pinjaman demi kepentingan Bumdes dengan 
persetujuan  Pemerintah Desa dan BPD  
g. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Bumdes  
h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bumdes.  
4) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengelola:  
a. Warga Negara Indonesia  
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
c. Bertempat tingal di Desa  
d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik  
e. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan 
memahami manajemen perusahaan  
f. Sehat jasmani dan rohani  
g. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 
berumur 50 (lima puluh ) tahun.  
D. Susunan Organisasi Pemerintahan Bumdes Sakinah Lestari 
Nama-nama jabatan pemerintahan  
Komisaris (Penasehat) Bumdes : M. Zen  
 
 
Pengawas Bumdes Bumdes  : Armili, Armili, Abd. Mulud,Spd  
Direktur    : Tarmadi, S.Sos.Mm  
Stap Administrasi   : Nursalim, S.Pd.I  
Stap Keuangan   : Rika Astuti 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dan 
didukung oleh data yang diolah menggunakan jawaban responden yang telah 
penulis kumpulkan dan juga didukung menggunakan hasil wawancara yang 
penulis lakukan dengan melibatkan pelaksanaan program BUMDes-SP Sakinah 
Lestari di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, maka hasil  
dari penelitian ini penulis simpulkan bahwa jawabannya terdapat pada kategori 
jawaban “Sangat Setuju”.  
Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan program BUMDes-SP Sakinah 
Lestari sudah berjalan dengan baik dan telah memenuhi standar prosedur  yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Mentri Dalam 
Negeri (Permendagri) No 6 Tahun 1998 Pasal 3 yang membahas tentang 
Peraturan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (PUED-SP). 
 Ada beberapa  indikator dan sub indikator  yang menjadi penentu hasil 
dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 
1.  Indikator  yang membahas tentang  Mendorong Kegiatan Perekonomian,  
untuk indikator ini yang menjadi item penilaian yaitu memberikan 
sosialisasi mengenai usaha-usaha yang bisa dikembangkan dan juga 
 
 
memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ingin memulai membuka 
usaha.  
 Hasil jawaban penelitian yang peneliti terima dari indikator ini 
dari responden dengan kategori “Sangat Setuju” dengan persentase 
mencapai 63% 
2.  Indikator yang membahas tentang Meningkatkan Kreativitas 
Berwirausaha dengan menggunakan item penilaian dari memberikan 
penyuluhan terkait tentang peningkatan kualitas usaha dan juga untuk 
menggali potensi masyarakat yang ingin menjadi mitra BUMDes-SP 
Sakinah Lestari. 
  Hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan terhadap indikator 
yang kedua ini  peneliti mendapatkan nilai dari responden dengan kategori 
“Sangat Setuju”  dengan persentase mencapai 60%. 
 
3.  Indikator yang membahas mengenai  Mendorong Usaha Sektor Informal 
dengan item penilaian antara lain dengan membantu pelaku usaha sektor 
informal agar dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan dengan 
cara pemberian dana pinjaman dan juga memberikan pendidikan mengenai 
usaha yang sedang di jalankan. 
 Adapun hasil penilaian yang peneliti dapatkan dari responden dan 
juga dengan data yang telah peneliti olah untuk indikator ketiga ini peneliti 




4.  Selanjutnya indikator yang keempat membahas tentang Menghindari 
Pengaruh Bunga Tinggi Yang Merugikan masyarakat yang meliputi item 
penilaian yang terdapat pada sub indikator adalah mencegah agar 
masyarakat tidak lagi meminjam kepada rentenir dan juga memberikan 
bunga yang serendah mungkin kepada masyarakat.  
 Untuk indikator yang keempat ini mendapat jawaban dengan kategori 
“Sangat Setuju” dengan persentase 60%. 
5. yang kelima membahas Meningkatkan Peranan Mengelola Bantuan 
dengan item penilaian yang terdapat pada sub indikator antara lain 
meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan dana BUMDes-SP 
dan juga memberikan pembinaan bagaimana cara mengatur keuangan 
usaha .  
 Responden memberikan tanggapan pada indikator ini dengan kategori 
“Sangat Setuju” dengan persentase mencapai 60%. 
6. Dan untuk indikator yang terakhir ini membahas tentang Memelihara Dan 
Meningkatkan Adat Kebiasaan Gotong Royong dengan item penilaian 
menumbuhkan kembali adat gotong royong dan meningkatkan minat 
masyarakat agar dapat menabung di BUMDes-SP Sakinah Lestari. 
 Tanggapan dari responden terhadap indikator dengan kategori  “Sangat 






6.2 Saran  
Saran yang dapat peneliti diberikan dari hasil penelitian yang telah 
diperoleh dan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pemerintah seharusnya lebih aktif lagi di dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BUMDes-
SP di indonesia khususnya pada BUMDes-SP Sakinah Lestari pada 
Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
2. Harapan penulis adanya respon dari para pengurus  program 
BUMDes-SP Sakinah Lestari di dalam hal memaksimalkan 
pelaksanaan  yang ada di dalam  program BUMDes-SP Sakinah 
Lestari, dan menjalankan bagian-bagian dari program itu sendiri 
antara lain memberikan pembinaan, penyuluhan, dan program-
program lain yang ada pada BUMDes-SP. 
3. untuk masyarakat yang menjadi pemanfaat pada program 
BUMDes-SP Sakinah Lestari diharapkan agar dapat saling 
membantu di dalam hal untuk mensukseskan program BUMDes-
SP Sakinah Lestari itu sendiri dengan cara sadar akan tanggung 
jawabnya untuk membayar cicilan pinjaman yang telah diberikan 
oleh BUMDes-SP Sakinah Lestari. 
4. kemudian peneliti juga berharap agar masyarakat juga lebih aktif  
dan memberikan tanggapan terhadap program-program yang ada 
pada daerah mereka. 
 
 
5. Semoga dengan adanya penelitian yang membahas tentang Peranan 
Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam 
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan 
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat membantu baik itu 
masyarakat maupun pengurus program BUMDes-SP itu sendiri di 
dalam hal memaksimalkan dan juga dalam mensukseskan Program 
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Daftar Kuensioner  
Berilah tanda ( ) pada pernyataan dibawaah ini yang sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya: 
Keriteria Penilaian 
a. Sangat Setuju : 5 
b. Setuju   : 4 
c. Cukup Setuju  : 3 
d. Kurang Setuju : 2 
e. Tidak  Setuju  : 1  
A. MENDORONG KEGIATAN  PEREKONOMIAN 




S CS KS TS 
1. Pengurus BUMDes-SP 
melakukan sosialisasi 
mengenai usaha-usaha 
yang bisa dikembnagkan 
dengan adanya pinjaman 
modal dari BUMDes-SP 
yang diberikan kepada 
masyarakat Desa Kuapan 
     
2. Pengurus BUMDes-SP 
memberikan pembinaan 
terhadap masyarakat 
pemula yang ingin 
memulai  usaha 
     
 
B. MENINGKATKAN KREATIVITAS BERWIRAUSAHASA 




S CS KS TS 
1. Pengurus BUMDes-sp 
memberikan 









2. Pengurus menggali potensi 
masyarakat yang ingin 
menjadi mitra BUMDes 
Sakinah Lestari 
     
 
C. MENDORONG USAHA SEKTOR INFORMAL 




S CS KS TS 
1. Pihak BUMDes Sakinah 
Lestari membantu pelaku 
usaha sektor informal 
agardapatmengembangkan 
usaha yang mereka 
jalankan dengan cara  
pemberian dana pinjaman 
     
2. Pihak BUMDes-SP tidak 
hanya memberikan 
pinjaman tetapi juga 
memberikan pendidikan 
mengenai usaha yang 
sedang di jalankan oleh 
pelaku usaha sektor 
informal, contoh: 
bagaimana cara berdagang 
yang baik ataupun cara 
menjadi petani yang 
berhasil 
     
 
D.  MENGHINDAR PENGARUH I BUNGA TINGGI YANG 
MERUGIKAN MASYARAKAT 




S CS KS TS 
1. Program BUMDes-SP 
Sakinah Lestari ini 
bertujuan agar masyarakat 
desa kuapan tidak lagi 
     
 
 
meminjam kepada rentenir 
dan mengharuskan 
membayar bunga yang 
tinggi. 
2. Program BUMDes-SP 
Sakinah Lestari bertujuan 
untuk mempermudah 
masyarakat desa kuapan 
khususnya untuk  
mendapatkan pinjaman 
dengan bunga yang rendah, 
sehingga tidak menyulitkan 
masyarakat. 
     
 
E. MENINGKATKAN  PERANAN MENGELOLA BANTUAN MODAL 




S CS KS TS 
1. Program BUMDes-SP 




bantuan modal yang 
disediakan oleh BUMDes-
SP Sakinah Lestari 
     
2. Pihak BUMDes-SP juga 
memberikan pembinaan 
bagaimanacara mengatur 
keungan usaha agar 
pembayaran kredit 
pinjaman tidak macet. 









F. MEMELIHARA DAN  MENINGKATKAN ADAT KEBIASAAN 
GOTONG ROYONG 




S CS KS TS 
1. Program BUMDes-SP ini 
selain bertujan 
menumbuhkan kembali 
adat gotong royong dalam 
membantu masyarakat 
kurang mampu.  
     
2. Program BUMDes-SP ini 
bertujuan untuk  
menigkatkan minat 
masyarakat agar menabung 
di BUMDes-SP Sakinah 
Lestari. 


















DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
TENTANG PERANAN USAHA SIMPAN PINJAM BADAN USAHA 
MILIK DESA DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI 
MASYARAKAT DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG 
KABUPATEN KAMPAR 
 
1. Bagaimana awal terbentunya BUMDes-SP di Desa Kuapan Kecamatan 
Tambang Kabupaten Kampar ini pak? 
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai BUMDes-SP ini apakah sudah 
membantu masyarakat dalam membuka usahanya pak? 
3. Sejauh manakah program BUMDes-SP ini berperan dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat desa kuapan khususnya, dalam beberapa tahun 
terakhir ini? 
4.  Sebelum program BUMDes-SP ini dijalankan, apakah ada di adakan 
sosialisasi tentang program BUMDes-SP ini, seperti mengadakan kegiatan 
sosialisasi mengenai usaha-usaha yang bisa dikembangkan dengan adanya 
pinjaman modal dari BUMDes? 
5.  Selain memberikan sosialisasi, apakah ada pihak BUMDes-SP 
memberikan pembinaan kepada masyarakat pemula yang ingin membuat 
usaha dan cara memanfaatkan bantuan modal yang ada? 
6.  Apakah ada pihak pengurus BUMDes-SP yang memberikan penyuluhan 
edukasi tentang bangaimana cara menjakankan program BUMDes-SP dan 
memanfaatkan bantuan modal secara benar? 
7.  Apakah ada pihak BUMDes-SP memberikan pelatihan berwirausaha 
secara menyeluruh lapisan masyarakat desa kuapan, sehingga masyarakat 
dapat menggali dan mengetahui potensi yang ada pada dirinya? 
8. Sejauh ini masyarakat yang meminjam pada BUMDes-SP ini, apakah 
usahanya sudah berhasil atau belum? 
9. Apakah ada melakukan peninjauan ulang ke lapangan, sehingga pihak 
BUMDes-SP mengetahui sejauh mana perkembangan program BUMDes-
SP ini berjalan di dalam masyarakat? 
 
 
10. Apakah yang menjadi jaminan/anggunan bagi pinjaman, agar dapat 
meminjam di BUMDes-SP ini,  dan berapa bunga yang  harus dibayar  
oleh peminjam? 
11.  Bagaimanakah cara pihak BUMDes-SP agar dapat menumbuhkan minat 
masyarakat desa kuapan sehingga ingin menabung dan meminjam di 
BUMDes-SP? 
12.  Apakah ada masyarakat yang tidak membayar angsuran pinjam, dan 
bagaimana tindakan yang di berikan kepada masyarakat tersebut? 
13.  Apakah ada pihak BUMDes-SP yang memberikan pembinaan kepada 
masyarakat cara mengelola usahanya dengan baik dan benar, misalnya 
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